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Vijay Sanjana Bangun, E131 13 302, Peranan World Food Programme 
Terhadap Penanganan Krisis Pangan di Sudan Selatan, dibawah bimbingan 
Muhammad Nasir Badu, selaku Pembimbing I, dan Muh. Ashry Sallatu, selaku 
Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan dan kendala World Food 
Programme dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe 
penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang 
peranan World Food Programme dalam penanganan krisis pangan di Sudan 
Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode  telaah 
pustaka (library research), yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-
buku, jurnal, surat kabar, dan internet terkait permasalahan dalam penelitian ini. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa World Food Programme berperan dalam 
penanganan krisis pangan di Sudan Selatan. World Food Programme tidak hanya 
menjangkau masyarakat Sudan Selatan yang membutuhkan bantuan makanan, 
tetapi lebih daripada itu juga berperan dalam sektor-sektor lainnya seperti 
perbaikan jalan, transportasi, serta telekomunikasi untuk mempermudah jalannya 
pengiriman bantuan makanan terhadap masyarakat yang terdampak dari krisis 
pangan yang terjadi. World Food Programme mengimplementasikan sembilan 
operasi yang mencakup emergency operations, protracted relief and recovery 
operation, dan special operations.  Adapun dalam pelaksanaan programnya di 
Sudan Selatan, World Food Programme menemui beberapa kendala yang 
memperlambat jalannya pengiriman bantuan makanan yang meliputi kendala 
keamanan karena karena konflik yang berlangsung, dana, serta infrastruktur yang 
ada di Sudan Selatan. 
 


















Vijay Sanjana Bangun, E131 13 302, The Role of World Food Programme in 
Addressing Food Crisis in South Sudan, under the guidance of Muhammad 
Nasir Badu, as Supervisor I, and Muh. Ashry Sallatu, as Supervisor II, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University. 
This study aims to describe the role and the impediments faced by World Food 
Programme in addressing food crisis in South Sudan. 
The research method used is descriptive type of research that aims to depict the 
role of World Food Programme in addressing food crisis in South Sudan. 
Technique of collecting data used in this research is library research, taken from 
many literatures, such as books, journals, newspapers, and internet related to the 
problem of this research. The author used qualitative data analysis. 
The result of this study shows that World Food Programme contributes in 
addressing food crisis in South Sudan. Aside of bringing food aid as the main 
purpose of this organization, World Food Programme also contributes in other 
sectors in South Sudan such as road construction, transportation, and 
telecommunication to ease the progress of delivering food aid to the people 
impacted by food crisis in South Sudan. World Food Programme implemented 
nine operations consist of emergency operations, protracted relief and recovery 
operation, and special operations. Furthermore, World Food Programme also 
faces several impediments along its programs’ implementation in addressing food 
crisis in South Sudan such as security problem due to continuous conflict, 
financial problem, as well as the infrastructures in South Sudan. 
 
















A.   Latar Belakang 
Pangan adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Hal ini dikarenakan keberadaan pangan menentukan tingkat gizi 
yang diperoleh oleh masyarakat dalam menyambung kehidupannya dari hari ke 
hari. Oleh karena itu, ketahanan pangan tentu saja menjadi suatu hal yang harus 
menjadi prioritas dalam membangun sebuah bangsa yang sehat dengan gizi yang 
tercukupi. 
Namun, ketahanan pangan dapat menjadi suatu hal yang sukar tercapai 
jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan kurangnya pasokan pangan ke 
masyarakat yang berimbas pada terjadinya krisis pangan. Penyebab dari krisis 
pangan terdiri dari beberapa faktor yang terjadi di suatu wilayah atau negara 
yang mengakibatkan terjadinya krisis pangan dan nutrisi yang berdampak pada 
jutaan penduduk yang mendiami wilayah negara tersebut. 
Sebuah organisasi di Inggris, Harvest Help, memaparkan beberapa faktor 
penyebab terjadinya krisis pangan di negara-negara Afrika maupun negara-
negara berkembang lainnya (Harvesthelp, 2012), yaitu: 
1. Kekeringan dan cuaca ekstrim 
Perbandingan dari krisis pangan terburuk dalam sejarah mengungkapkan bahwa 
seluruh kejadian tersebut diawali oleh terjadinya kekeringan atau cuaca ekstrim 
yang terjadi di wilayah tersebut. Pada akhirnya, masyarakat mendapatkan hasil 
panen yang buruk atau bahkan gagal yang kemudian berakibat pada kelangkaan 
pangan dan tingginya harga dari makanan-makanan yang tersedia. 
2. Hama, penyakit ternak, dan masalah pertanian 
Sebagai tambahan dari terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan kurangnya 
pasokan makanan, banyak panen yang gagal di Afrika maupun di negara-negara 
dunia ketiga yang diakibatkan oleh hama seperti belalang juta (desert locusts). 
Penyakit pada ternak maupun masalah pertanian seperti erosi dan tanah yang tidak 
subur juga memiliki peran dalam menciptakan krisis pangan di negara-negara 
tersebut. 
3. Perubahan iklim (Climate change) 
Beberapa ahli menyatakan bahwa kekeringan dan cuaca ekstrim yang terjadi di 
area-area yang mengalami krisis pangan dalam beberapa dekade belakangan 
adalah hasil dari terjadinya perubahan iklim, terutama di wilayah yang bermasalah 
dengan mengalami kekeringan ekstrim saat ini. 
4. Konflik 
Perang dan konflik memberikan dampak yang buruk dalam terjadinya krisis 
pangan di Afrika maupun negara-negara dunia ketiga. Terjadinya konflik 
memperburuk akses terhadap makanan yang mengakibatkan kelangkaan terhadap 
adanya makanan di suatu wilayah negara. Hal ini karena pada saat terjadinya 
konflik, masyarakat sulit mendapatkan akses makanan karena situasi yang tidak 
kondusif dan aman. 
 
 
5. Kurangnya emergency plans 
Sejarah dalam terjadinya krisis pangan menunjukkan bahwa banyak negara yang 
benar-benar tidak mempersiapkan apapun dalam menghadapi krisis yang terjadi 
secara darurat dan tiba-tiba. Hal ini kemudian menciptakan sebuah kondisi 
dimana negara tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan 
mengandalkan bantuan internasional dalam menghadapi krisis pangan yang 
terjadi. 
6. Korupsi dan instabilitas politik 
Saat krisis pangan terjadi, berbagai komunitas internasional menunjukkan simpati 
dan perhatiannya terhadap permasalahan ini dengan memberikan dan 
mengirimkan bantuan dalam bentuk penyaluran makanan dan cara-cara lainnya 
yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa di wilayah-wilayah yang terdampak 
krisis pangan tersebut. Namun, bantuan internasional seringkali tidak sampai ke 
orang-orang yang membutuhkan di wilayah yang terkena krisis pangan tersebut 
karena tingginya angka korupsi dan instabilitas politik di banyak negara-negara 
dunia ketiga. 
7. Ketergantungan terhadap cash crops 
Banyak pemerintahan di negara-negara Afrika maupun negara dunia ketiga yang 
mendorong produksi dari sebuah istilah yang disebut cash crops, dimana 
penghasilan yang didapatkan dari produksi ini digunakan untuk mengimpor 
makanan. Akibatnya, banyak diantara negara-negara ini yang bergantung pada 
cash crops memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya krisis pangan karena 
mereka tidak memproduksi pangan yang cukup untuk memberi makan warga 
negaranya. 
8. Penyakit yang diderita 
Penyakit yang diderita oleh masyarakat suatu negara merupakan masalah serius 
yang menjadi perhatian bagi negara-negara Afrika sub-Sahara memperburuk 
krisis pangan dalam dua hal. Pertama, adanya penyakit ini mengurangi tenaga 
kerja yang tersedia di sektor pertanian. Kedua, hal ini memberikan tambahan 
beban pada rumah tangga miskin. 
9. Pertumbuhan populasi yang cepat 
Negara-negara Afrika maupun negara dunia ketiga yang miskin memiliki tingkat 
pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menempatkan mereka pada resiko yang 
lebih tinggi terhadap krisis pangan. Misalnya, populasi Niger meningkat dari 2,5 
juta jiwa menjadi 15 juta jiwa dari tahun 1950 ke tahun 2010. Afrika juga 
diestimasikan hanya akan memproduksi makanan yang cukup terhadap 
seperempat dari total keseluruhan populasi pada tahun 2025 jika tingkat 
pertumbuhan penduduk terus berlanjut. 
Pada tahun 2014, Sudan Selatan berada dalam kondisi krisis pangan yang 
memburuk. Berdasarkan data dari pemerintah Sudan Selatan dan organisasi 
bantuan dan pembangunan, termasuk Food and Agriculture Organization (FAO), 
World Food Programme (WFP), dan Save the Children, 3,7 juta orang berada 
dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan (Jones, 2014). 
Konflik sipil yang terjadi di negara ini memberikan dampak yang negatif kepada 
seluruh lapisan masyarakatnya, terlebih kepada para petani dalam menanam dan 
memanen hasil pertaniannya. Konflik juga memaksa jutaan masyarakat Sudan 
Selatan untuk meninggalkan rumah mereka sejak konflik pecah pada tahun 2013 
(BBC, 2014). 
Konflik yang terjadi pada tahun 2013 tersebut telah memberikan dampak 
yang masif bagi kehidupan masyarakat di negara termuda di dunia ini. Sudan 
Selatan yang memproklamirkan kemerdekaannya pada 9 Juli 2011 dari Republik 
Sudan mengalami pengurangan asupan makanan yang diakibatkan oleh 
ketidakamanan yang terjadi karena konflik yang terus berlangsung. 
Akibat konflik yang terjadi, banyak masyarakat yang telah meninggalkan 
tempat tinggal mereka. Diantara mereka, banyak yang melintasi batas wilayah ke 
negara lain di region tersebut. Konflik yang berlangsung menciptakan rasa tidak 
aman karena terganggungnya aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari karena 
kejadian tersebut (Deutschewelle, 2014).  
Konflik sipil di Sudan Selatan bermula dari tuduhan melakukan kudeta 
yang dilayangkan oleh Presiden Salva Kiir yang berasal dari etnik Dinka 
(kelompok terbesar di negara tersebut) kepada wakil presiden Riek Machar yang 
berasal dari kelompok Nuer (kelompok terbesar kedua di negara tersebut). 
Presiden mengatakan bahwa Riek Machar telah mencoba merebut kekuasaan dan 
pemerintahan. Namun, Machar menyangkal tuduhan tersebut (BBC, 2014). 
Perselisihan yang awalnya hanya menyangkut tentang politik ini 
kemudian merambah lebih jauh ke kekerasan etnis dari dua kelompok tempat 
kedua pemimpin negara tersebut berasal. Terjadinya konflik memberikan dampak 
yang serius terhadap negara ini, terlebih konflik yang terjadi berasal dari internal 
negara itu sendiri. 
Konflik yang terjadi pada akhirnya membawa petaka dalam bentuk 
terjadinya pembunuhan besar-besaran antar etnis, meskipun kedua pemimpin 
tersebut memiliki pendukungnya masing-masing dari kelompok lain di Sudan 
Selatan. Negara pun dipenuhi oleh senjata yang menambah panjang sejarah 
konflik etnis diantara masyarakat Sudan Selatan sendiri. Terjadinya konflik juga 
membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat karena selain banyaknya 
masyarakat yang harus mengungsi karena ketidakamanan yang terjadi, produksi 
makanan dan kondisi pasar pun terganggu (FAO, IFAD, & WFP, 2015, hal. 38-
39). 
Konflik yang terjadi ini pun kemudian menyebar dengan sangat cepat 
dari ibukota negara, Juba. Konflik telah menelantarkan lebih dari 2,3 juta jiwa; 
hampir 1,7 juta orang telah mengungsi di dalam wilayah negara dan 650 ribu 
lainnya mengungsi ke negara tetangga (WFP, 2017). Konflik sipil ini telah 
menghancurkan kepercayaan diantara kelompok-kelompok etnis yang ada di 
negara tersebut dan menghancuran pemerintahan yang masih fragile sebagai 
negara baru (Dixon, 2017). 
Selain itu, harga minyak yang anjlok serta pendapatan yang rendah 
meningkatkan angka kemiskinan di negara ini, terutama di kota-kota kecil yang 
ada di Sudan Selatan. Curah hujan rendah juga mengurangi hasil pertanian yang 
menyebabkan banyak tanaman yang gagal. Hal ini diperburuk oleh situasi 
ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan harga makanan menjadi tinggi dan 
semakin memicu terjadinya krisis pangan (WFP, 2017). 
Terjadinya krisis pangan di Sudan Selatan ini tentunya membutuhkan 
uluran bantuan dari berbagai pihak. Hal ini karena kondisi yang ada di Sudan 
Selatan telah mengancam jutaan jiwa sehingga dibutuhkan berbagai hal yang 
mampu meringankan maupun menciptakan kestabilan dalam hal pemenuhan 
pangan di negara tersebut. Salah satu organisasi yang menangani hal tersebut 
adalah Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) yang 
merupakan badan bantuan pangan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
juga merupakan badan kemanusiaaan terbesar di dunia dalam memerangi 
kelaparan yang terjadi di dunia (Devex, 2010). 
WFP dibentuk pada tahun 1961 sebagai organisasi dalam sistem 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki concern secara eksklusif dalam 
bidang bantuan makanan (Shaw, 2001, hal.2). WFP memiliki visi untuk dunia 
dimana setiap orang memiliki akses setiap waktu terhadap makanan yang 
dibutuhkan untuk memiliki kehidupan yang aktif dan sehat. WFP dapat 
menjangkau lebih dari 80 juta orang dengan bantuan pangannya di 80 negara di 
dunia setiap tahunnya. Terdapat lebih dari 11 ribu orang yang bekerja di 
organisasi tersebut, kebanyakan dari mereka berada di wilayah wilayah yang 
terpencil, yang secara langsung melayani masyarakat yang membutuhkan 
makanan (WFP, 2017) 
Peran dari WFP tentunya menjadi harapan yang besar bagi masyarakat 
Sudan Selatan mengingat cakupan yang luas dari organisasi internasional 
dibawah PBB ini. Peran dari WFP yang secara nyata dapat dilihat dari beberapa 
negara lainnya yang mendapatkan bantuan pangan dari organisasi ini. 
Di Bangladesh misalnya, WFP menjangkau masyarakat saat terjadinya 
badai siklon, Cyclon Sidr yang menghantam Bangladesh yang membawa banjir 
serta menciptakan kerusakan maupun kehancuran setelahnya. Kecepatan angin 
yang mencapai 240 km per jam melanda wilayah sekitar, meratakan rumah dan 
bisnis yang ada, merusak jembatan, serta air banjir yang membawa tumpukan 
sampah ke jalan-jalan besar (WFP, 2007, hal. 11). 
Dalam kejadian ini, 3.800 orang tewas, bersama dengan ribuan ternak, 
sementara 4,7 juta orang lainnya kehilangan harta benda, rumah, maupun mata 
pencaharian. Pemerintah Bangladesh memperkirakan total biaya kerusakan dari 
kejadian ini mencapai US$ 2,2 milyar (WFP, 2007, hal. 11). 
Dalam kejadian ini, WFP langsung terjun ke lapangan untuk memberikan 
tanggapan terhadap hal ini. Enam jam pertama setelah kejadian WFP mampu 
menjangkau 100 ribu orang di wilayah yang paling terdampak oleh bencana 
tersebut dengan menyalurkan 416 metrik ton high-energy biscuits (HEBs) dan 
750 metrik ton beras. Dalam kurun waktu 48 jam saja, WFP mampu menjangkau 
654 ribu orang terdampak bencana area tersebut (WFP, 2007, hal. 11). 
Sebelas hari setelah bencana tersebut, WFP pun menyetujui sebuah 
EMOP yang bernilai US$ 51,8 juta untuk menjangkau 2,3 juta orang yang paling 
terdampak dari bencana yang terjadi di Bangladesh tersebut (WFP, 2007, hal. 
13). WFP menyediakan makanan yang berguna untuk meningkatkan nutrisi 
masyarakat yang mengalami kehancuran pasca bencana.  
Di akhir tahun 2007, WFP mampu menyediakan 12 ribu ton bahan 
makanan, yang termasuk diantaranya high-energy biscuits (HEBs), beras, 
kacang-kacangan, minyak, serta garam. Dari seluruh bantuan ini, sebagian besar 
makanan disalurkan melalui darat, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak 
dapat diakses melalui jalur darat, makanan disalurkan melalui helikopter 
Angkatan Udara Bangladesh serta kapal Angkatan Laut (WFP, 2007, hal. 13). 
Tidak jauh berbeda dengan itu, WFP juga bergerak secara cepat saat 
terjadinya konflik di Georgia pada Agustus 2008. Konflik ini pecah di Ossetia 
Selatan, yang melibatkan pasukan dari Georgia dan Rusia. Pada konflik ini, 
orang-orang Georgia menarik diri dari wilayahnya, sedangkan dari pihak Rusia 
memasuki wilayah Georgia. Puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari konflik 
ini. Diperkirakan sekitar 30 ribu orang menyeberangi perbatasan ke Ossetia 
Utara, di wilayah Rusia, sedangkan 128 ribu lainnya diungsikan di wilayah 
Georgia (WFP, 2008, hal. 20). 
WFP juga secara tanggap langsung memberikan bantuan untuk korban 
dari konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Respon cepat tersebut mampu 
menjangkau 212 ribu orang di Georgia, yang banyak diantaranya merupakan 
yang baru saja mengungsi dari wilayah tempat tinggalnya. Di akhir Agustus, 
atau pasca 23 hari setelah meletusnya konflik, WFP berhasil mencapai lebih dari 
138 ribu orang, termasuk warga yang mengungsi maupun warga lokal yang 
terkena dampak konflik (WFP, 2008, hal. 20). 
Di hari-hari awal terjadinya konflik, konflik yang berlanjut memutuskan 
akses ke Gori dan zona konflik lainnya. Pada saat itu, WFP masih berhasil 
mengirim makanan secara rutin ke Gori pada 18 Agustus 2008, meskipun 
Ossetia Selatan tetap menjadi wilayah yang dilarang untuk pergi (WFP, 2008, 
hal. 20). Ketegangan kemudian mereda ketika pihak Rusia menarik pasukannya 
dari Georgia pada 8 September.  
Karena banyak pengungsian yang tidak memiliki fasilitas memasak, 
WFP pun kemudian mencoba untuk menyediakan makanan siap makan, seperti 
roti dan biskuit berenergi tinggi jika memungkinkan. Organisasi ini menyalurkan 
tepung terigu ke toko-toko roti untuk menyediakan roti gratis untuk pengungsi. 
WFP juga menyediakan dapur untuk membuat makanan dan sup yang 
disediakan oleh pemerintah dan badan amal untuk menyediakan makanan panas 
bagi para pengungsi. Pada 27 Agustus, WFP membuka kantor cabang di Gori 
dan mendirikan sebuah gudang untuk menyalurkan makanan ke kota-kota kecil 
dan pedesaan. WFP juga mengirim tepung ke tiga toko roti di Gori  untuk 
menyediakan roti untuk sembilan ribu orang (WFP, 2008, hal. 20). 
Secara keseluruhan, WFP mampu menyalurkan 1.388 ton tepung terigu, 
148 ton biskuit berenergi tinggi, 118 ton minyak sayur, 421 ron pasta, 177 ton 
kacang-kacangan, 67 ton gula, dan 19 ton garam ke lebih dari 138 ribu orang 
yang membutuhkan di semua wilayah yang terdampak di negara tersebut (WFP, 
2008, hal. 20). Di akhir tahun, WFP mampu mencapai memberi bantuan ke 244 
ribu orang dengan 8.500 ton bantuan makanan. 
Negara lain yang mendapat respon cepat dari World Food Programme 
adalah Niger. Puncak kekeringan yang terjadi di negara tersebut menyebabkan 
banyak masyarakat yang kehabisan makanan. Banyak diantara masyarakat yang 
hanya mengambil beberapa lembar daun untuk kemudian dimasak sebagai bahan 
makanan. Hal ini dalam beberapa hal membuat anak-anak menjadi sakit dan 
menjadi saat-saat yang sulit bagi masyarakat. 
Di saat hal ini terjadi, WFP pun melancarkan operasi besar dalam 
memberikan bantuan pangan ke lebih dari 15 juta penduduk yang terdampak 
akibat kekeringan di negara Afrika Barat tersebut (WFP, 2010, hal. 14). Operasi 
ini dilaksanakan pada Agustus 2010 disaat puncak musim kering dimana stok 
makanan keluarga mulai menipis. Elemen kunci dari operasi ini sendiri 
dirancang khusus untuk membantu jutaan jiwa yang terdampak oleh kekeringan 
yang terjadi. 
Operasi ini juga berfokus pada anak-anak yang ditargetkan menjangkau 
670 ribu anak. Khusus untuk anak dibawah dua tahun menerima bantuan 
makanan berupa keranjang makanan bernutrisi, berupa minyak sayur, gula, serta 
campuran jagung dan kedelai yang juga dilengkapi dengan infus vitamin dan 
mineral yang penting (WFP, 2010, hal. 14). 
Hampir enam juta orang menerima bantuan dari WFP pada keadaan 
darurat di 2010. Lebih dari 140 ribu metrik ton komoditas pangan yang 
disalurkan, termasuk 80 ribu ton khusus di Agustus dan September (WFP, 2010, 
hal. 15). Operasi WFP tersebut membantu negara dalam penyediaan makanan 
yang cukup untuk menunjang nutrisi.  
Di akhir tahun, terdapat tanda-tanda kemajuan dari keadaan sebelumnya. 
Hal ini ditandai dengan malnutrisi pada anak yang menurun serta persentase gizi 
akut juga turun dari angka 16,7% menjadi 15,5% berdasarkan survei nasional 
(WFP, 2010, hal. 15). Hal ini memberikan gambaran peranan WFP terhadap 
beberapa negara dalam penanganan krisis pangan. 
Melihat dari sepak terjang WFP dalam menangani krisis pangan, penulis 
kemudian tertarik untuk melihat kontribusi dari organisasi ini terhadap 
penanganan krisis pangan di Sudan Selatan. Terlebih, negara ini adalah negara 
termuda di dunia dengan kondisi krisis pangan yang semakin memburuk. Oleh 
karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada kontribusi yang diberikan oleh 
World Food Programme dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan serta 
kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan di negara tersebut. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Konflik yang berkelanjutan di Sudan Selatan telah memberikan dampak 
yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Sudan Selatan, khususnya berkaitan 
dengan ketersediaan makanan yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari 
kejadian hal ini, terjadinya krisis pangan menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. 
Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai bantuan dari berbagai kalangan untuk 
menciptakan keadaan yang lebih baik lagi berkenaan dengan kebutuhan pangan 
sehari-hari. 
World Food Programme sebagai badan kemanusiaan terbesar di dunia 
dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengulurkan bantuan terhadap kondisi 
krisis pangan di Sudan Selatan. Hal ini sesuai dengan visi organisasi ini dimana 
setiap orang dalam setiap waktu memiliki akses terhadap makanan. Oleh karena 
itu, penulis akan meneliti lebih dalam tentang World Food Programme terhadap 
penanganan krisis pangan di Sudan Selatan. Dalam hal ini, penulis akan melihat 
bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh World Food Programme dan 
mendeskripsikan bentuk bantuan yang dimaksud. Selain itu, penulis akan melihat 
apa saja kendala yang dihadapi oleh World Food Programme dalam 
melaksanakan misinya di Sudan Selatan. 
Dari pemaparan diatas, maka penulis merumuskan dua pertanyaan 
penelitian sebagai rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Bagaimana upaya World Food Programme dalam penanganan krisis 
pangan di Sudan Selatan? 
2. Apa kendala yang dihadapi oleh World Food Programme dalam 
penanganan krisis pangan di Sudan Selatan? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 
berikut:  
1. Untuk mengetahui upaya World Food Programme dalam penanganan 
krisis pangan di Sudan Selatan. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh World Food Programme 
dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Dengan adanya hasil penelitian, maka penelitian ini diharapkan: 
1. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi ilmu 
hubungan internasional mengenai upaya World Food Program dalam 
penanganan krisis pangan di Sudan Selatan. 
2. Memberikan informasi serta referensi tambahan bagi  pengkaji hubungan 
internasional, khususnya yang tertarik dengan kajian peranan organisasi 
internasional dalam penanganan isu global. 
D. Kerangka Konseptual 
Organisasi internasional memiliki peran yang krusial dalam menangani 
sebuah permasalahan, baik dalam lingkup negara maupun global. Hal ini terjadi 
karena banyaknya persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara 
yang membutuhkan uluran tangan dalam mengatasinya. Oleh karena itu, peran 
organisasi internasional ini dapat dilihat dari salah satu badan kemanusiaan 
terbesar di dunia yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 
Program Pangan Dunia atau World Food Program. 
Aktor-aktor yang berperan penting dalam hubungan internasional adalah  
aktor negara dan aktor non-negara. Aktor non-negara diantaranya adalah 
multinational companies, organisasi internasional baik intergovernmental 
organizationsmaupun non-governmental organizations, serta individu. Organisasi 
internasional termasuk dalam aktor dominan dalam hubungan internasional 
(Burchill, 2005, hal. 12). Organisasi internasional adalah salah satu aktor non-
negara yang memiliki pengaruh yang dengan jelas dapat terlihat dalam dunia 
internasional pada saat ini. Relevansi organisasi internasional pun kian meningkat 
ketika negara-negara tidak mampu mengatasi persoalan persoalan yang berujung 
pada terjadinya konflik. Organisasi internasional muncul sebagai wadah bersama 
untuk mencapai tujuan bersama. 
Organisasi  internasional telah menjadi fenomena yang biasa dalam 
kehidupan internasional (Simmons, 2001, hal. 192).Organisasi internasional layak 
mendapat perhatian karena mereka berada dalam bentuk organisasi, pengaturan 
agenda yang berpengaruh, serta pengaruh-pengaruh sosial yang berpotensi 
penting (Simmons, 2001, hal. 193). Organisasi internasional juga menjadi suatu 
hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia karena hampir setiap bagian di-cover 
oleh pekerjaannya (Klabbers, 2002, hal.23). 
Menurut Cheever dan Haviland, organisasi internasional adalah sebuah 
pengaturan bentuk kerjasama dalam institusi antar negara-negara, biasanya dalam 
bentuk perjanjian dasar, untuk melaksanakan sejumlah fungsi-fungsi yang saling 
menguntungkan yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta 
aktivitas-aktivitas staff secara berkala (Cheever, 1996, hal. 46). Dalam 
pemahaman ini, organisasi internasional mencakup tiga unsur, yaitu negara yang 
terlibat dalam suatu bentuk kerjasama, adanya pertemuan yang dilaksanakan 
secara berkala, serta adanya staff yang bekerja dalam lingkup internasional. 
Abbott dan Snidal memaparkan bahwa organisasi internasional adalah 
aktor yang penting dalam politik internasional, baik dalam resolusi permasalahan 
maupun mengenakan sanksi. Organisasi internasional juga membantu dalam 
mengatur area-area kunci yang beragam tentang permasalahan global, dari 
kebijakan kesehatan global hingga kebijakan keuangan yang ada di dunia 
(Abbott& Snidal, 1998).Hanrieder juga memberikan definisi organisasi 
internasional sebagai sebuah perjanjian institusional antara anggota-anggota 
dalam sebuah sistem internasional yang bertujuan untuk mencapai hasil yang telah 
dicanangkan berdasarkan kondisi sistemik, aspirasi atau sesuatu yang ingin 
dicapai, serta perhatian dari anggota-anggotanya (Gabriela, 2013, hal. 309). 
Anthony Judge memberikan beberapa kriteria untuk mengidentifikasi 
sebuahorganisasi internasional (Archer, 2001, hal. 30-31), yaitu: 
1. Tujuan dari organisasi internasional harus benar-benar berada pada area 
internasional dengan mencakup minimal tiga negara. 
2. Keanggotaan harus berada dalam partisipasi individual maupun kolektif, 
dengan hak voting penuh, dari paling tidak tiga negara dan harus terbuka 
untuk setiap individu dan kelompok secara tepat dalam area operasi dari 
organisasi tersebut. Voting diharuskan ada sehingga tidak ada kelompok 
negara yang mengontrol jalannya organisasi. 
3. Konstitusi yang ada harus menyediakan sebuah struktur formal dengan 
memberikan hak kepada angota-anggota organisasi secara berkala untuk 
memilih petugas yang berada di organisasi tersebut. Ketentuan harus dibuat 
untuk kelanjutan operasi dengan sebuah permanent headquarters. 
4. Officers yang bekerja tidak berasal dari kewarganegaraan yang sama lebih 
dari masa waktu yang ditentukan. 
5. Adanya kontribusi besar untuk anggaran dari setidaknya tiga negara dan tidak 
ada percobaan untuk mendapatkan keuntungan dari distribusi ke anggota-
anggota organisasi. 
6. Negara-negara yang memiliki hubungan dengan organisasi lainnya harus 
menunjukkan jika mereka bisa hadir secara independen dan memilih officials-
nya sendiri. 
7. Bukti dari aktivitas terbaru harus tersedia. 
World Food Programme  adalah badan kemanusiaan terbesar di dunia 
yang diharapkan mampu menciptakan keamanan pangan bagi negara-negara yang 
membutuhkan atau sedang dalam kondisi krisis. Terjadinya krisis pangan di 
Sudan Selatan adalah salah satu tanggung jawab dari World Food Programme, 
mengingat dari pemerintah negara Sudan Selatan sendiri masih fragiledengan 
kondisi yang terjadi di negara tersebut. Hal ini kemudian perlu dilihat bagaimana 
sebenarnya kontribusi langsung dari organisasi internasional ini dalam 
penanganan krisis pangan di Sudan Selatan tersebut. 
Dalam ilmu hubungan internasional, konsep food security  adalah salah 
satu isu yang dibahas dalam konsep keamanan manusia (human security). 
Beberapa pakar seperti Frankenberger danMcCaston memaparkan bahwa setiap 
orang secara berkala perlu untuk menyeimbangkan pengadaan makanan. Hal ini 
untuk mencapai kepuasan dalam hal ketercukupan makanan yang dimiliki (FAO, 
1998). 
Dalam Proceedings of the 1974 World Food Summit, ketahanan pangan 
didefinisikan sebagai ketersediaan makanan global pada semua waktu untuk 
mempertahankan konsumsi makanan yang stabil dan mengimbangi fluktuasi dari 
produksi dan harga makanan (Clay, 2002, hal.2). FAO memperluas konsep ini 
pada 1983 dengan menambahkan definisi bahwa ketahanan pangan memastikan 
semua orang pada semua waktu memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap 
makanan dasar yang mereka butuhkan. 
Dalam laporan Poverty and Hunger yang dikeluarkan oleh World Bank 
pada tahun 1986, konsep ketahanan pangan dijabarkan lebih lanjut dalam hal 
akses semua orang pada semua waktu terhadap makanan yang cukup untuk 
kehidupan yang aktif dan sehat (Clay, 2002, hal.2). 
World Food Summit dalam Plan of Action pada tahun 1996 menyatakan 
bahwa ketahanan pangan akan tercapai jika  semua orang, pada semua waktu, 
memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bernutrisi untuk memenuhi 
kebutuhan harian makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Dari definisi 
ini, Food and Agriculture Organization (FAO) memaparkan empat dimensi utama 
dalam ketahanan pangan yang dapat diidentifikasi (Foodsec, 2008, hal.1), yaitu: 
1. Ketersedian makanan secara fisik (Availability) 
Ketersediaan pangan membahas sisi ketahanan pangan yang ditentukan oleh 
produksi makanan, tingkat stok atau persediaan, maupun perdagangan.  
2. Akses secara fisik dan ekonomi terhadap makanan (Access) 
Pasokan makanan yang cukup dalam tingkat nasional atau internasional tidak 
dengan sendirinya menjamin ketahanan pangan di level rumah tangga. 
Kekhawatiran tentang akses yang tidak cukup terhadap makanan telah berakibat 
pada kebijakan yang lebih besar yang berfokus pada pendapatan, pengeluaran, 
pasar, dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. 
3. Penggunaan makanan (Utilization) 
Penggunaan umumnya dipahami sebagai cara tubuh membuat yang lebih dari 
nutrisi-nutrisi yang bervariasi dalam makanan. Energi yang cukup dan asupan 
nutrisi dari masing-masing individu adalah hasil dari perawatan yang baik, 
persiapan makanan, keragaman makanan sehat, serta distribusi makanan antar 
rumah tangga . Dipadukan dengan penggunaan biologis yang baik dari makanan 
yang dikonsumsi, ini menentukan status nutrisi dari masing-masing individu. 
4. Stabilitas dari tiga dimensi lain dari waktu ke waktu (Stability) 
Meskipun asupan makanan yang ada cukup pada hari ini, seseorang masih 
dianggap tidak aman terhadap makanan jika tidak memiliki akses yang cukup 
terhadap makanan secara periodik, memberi resiko terhadap penurunan status gizi 
orang tersebut. Kondisi cuaca yang merugikan, instabilitas politik, serta faktor 
ekonomi seperti pengangguran dan kenaikan harga pangan memberikan dampak 
pada status ketahanan pangan seseorang. 
 Dan pada tahun 2001, FAO melalui The State of Food Insecurity 
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai sebuah situasi yang ada ketika semua 
orang, pada setiap waktu, memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi 
terhadap makanan yang cukup, aman, dan bernutrisi dalam memenuhi kebutuhan 
harian dan preferensi makanan untuk hidup yang aktif dan sehat (Clay, 2002, 
hal.3). Dari hal ini, penulis ingin melihat dari kondisi pangan yang ada di Sudan 
Selatan serta juga mengaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh World Food 
Programme berdasarkan elemen dari ketahanan pangan yang telah dijabarkan 
diatas. 
 Dalam dunia internasional, bantuan pangan menjadi salah satu bagian dari 
bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada negara-negara yang berada dalam 
kondisi pangan yang tidak stabil. Shaw memaparkan bahwa sebagian besar 
bantuan pangan disediakan dalam bentuk komoditas dari pendonor yang berada 
dalam kawasan negara yang relatif stabil kepada penerima bantuan di negara-
negara dunia ketiga yang membutuhkan uluran tangan untuk menyelesaikan 
persoalan ini (Shaw, 1983). 
Chris Barnett dari Cornell University dan Daniel Maxwell, dalam buku 
berjudul Food Aid After Fifty Years: Recasting Its Role memberikan definisi 
bantuan pangan sebagai aliran bantuan internasional dalam bentuk makanan atau 
cash untuk membeli makanan untuk mendukung program bantuan makanan. 
(Shah, 2007). 
Dalam Food Aid and Poverty, pendukung adanya bantuan pangan 
memberi tanggapan dengan mengatakan bantuan pangan sebagai cara-cara yang 
efektif untuk mengurangi angka kelaparan, hal ini terjadi ketika makanan yang 
ada digunakan untuk program kerja, yang hal ini kemudian menstimulasi 
terjadinya pembangunan di suatu wilayah yang pada saat tersebut memiliki 
masalah dengan ketahanan pangan (Kirwan & McMillan, 2007). Selain itu, 
dengan mengurangi  kebutuhan makanan impor, hal ini akan mencegah defisit 
yang kumulatif di negara-negara miskin yang mengalami kekurangan pangan. 
Mousseau memberikan ringkasan bantuan pangan dalam tiga tipe (Shah, 
2007), yaitu: 
1. Program Food Aid 
Program Food Aid  adalah suatu bentuk bantuan dimana pangan ditumbuhkan di 
negara donor untuk pendistribusian atau penjualan luar negeri. Ini adalah bentuk 
tipe antara transfer pemerintah ke pemerintah (government to government 
transfer). Adanya tipe program seperti ini bukan menyediakan makanan secara 
gratis, melainkan negara-negara penerima donor tipikalnya membeli makanan 
dengan uang yang dipinjam lebih rendah dari harga pasar. 
2. Relief, or Emergency Food Aid 
Tipe bantuan seperti ini adalah dalam situasi yang darurat, dalam hal ini adalah 
terjadinya perang atau konflik, bencana alam, dan sebagainya, yan dimana 
makanan yang ada didistribusikan secara gratis. Namun, Oackland Institute 
menyatakan bahwa beberapa negara mengalami food insecurity yang kronis juga 
telah menjadi penerima permanen dari bentuk bantuan ini. 
3. Project Food Aid 
Tipe bantuan ini adalah bantuan pangan yang dikirim sebagai bagian dari proyek 
spesifik yang berkaitan dengan promosi pembangunan pertanian dan ekonomi, 
nutrisi, dan ketahanan pangan, dalam hal ini contohnya adalah food for work dan 
school feeding programs. 
 Pangan adalah satu dari basic human rights yang dimiliki oleh setiap 
orang sehingga keberadaannya memberikan tanda bagaimana seseorang 
memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh. Oleh karena itu, bantuan pangan 
dapat dikatakan sebagai cara yang paling efektif dan diperlukan dalam mengatasi 
keadaan darurat kemanusiaan yang akut. Pangan sebagai sumber daya dapat 
meningkatkan tujuan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan secara 
efektif dengan memastikan ketersediaan dan akses yang cukup terhadap nutrisi-
nutrisi yang diperlukan. (Barrett & Maxwell, 2005, hal. 194-195). 
 Dari beberapa definisi dan paparan tentang bantuan pangan, maka hal 
tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh World Food 
Programme dalam penanganan krisis pangan yang dilakukannya di Sudan 
Selatan. Oleh karena itu, konsep bantuan pangan akan digunakan dalam melihat 
bagimana World Food Programme sebagai badan kemanusiaan terbesar di dunia, 
terlebih dalam bidang bantuan pangan, melaksanakan misinya di Sudan Selatan 
ditinjau dari konsep tersebut. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana metode 
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dari penanganan krisis 
pangan yang dilakukan oleh World Food Programme di Sudan Selatan. 
2. Jenis Data  
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, dimana data ini 
diperoleh dari berbagai literatur serta sumber yang ada, seperti buku, jurnal, 
artikel, video, website, surat kabar, majalah, dan berbagai data yang berhubungan 
dengan topik penelitian. Data yang dibutuhkan penulis terkit dengan peranan 
World Food Programme dalam penangan krisis pangan di Sudan Selatan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka 
(library research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan kemudian menganalisisnya. 
Literatur yang dimaksud berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat 
kabar, situs-situs internet, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang penulis teliti. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dari 
beberapa tempat-tempat seperti Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan FISIP Universitas Hasanuddin. 
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis hasil penelitian 
adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan, 
digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta 
tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deduktif, dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan permasalahan yang ada 
secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan secara khusus. 
